PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ji. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 Palu— 94111

m,sn: satpolpp. provsulteng@gmail.com
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1 Mengukur persentase gangguan : 4
Trantibum yang dapat di|dibagi Jumlah pengaduan yang|trantibum yag dapat dilesesaikan. S.FB_E.H Fengauan ferkait detigan garigguan ttantibiss yeng mdsulcdeg
selesaikan masuk x 100% diselesiakan
5 x 100% = 100% 100% 1. Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Februari 2024
5 2. Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Mei 2024
3. Unjuk Rasa di Kantor Gubemur Sulawesi Tengah pad tanggal 8 Juli 2024
4. Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Agustus 2024
5. Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah 23 Agustus 2024
1.e.24Persentase Perda dan|Jumlah perda dan perkada yang|Mengukur persentase Perda dan Perkada
Perkada yang ditegakkan memuat sangsi yang di tegakkan|yang ditegakan
dibagi jumlah perda dan perkadal
yang memuat sanksi x 100%
) % 100% - Perda Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tranmtibumlinmas
20 - Perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah
- Perda Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil
- Pergub Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksanaan Perda rnomotr 15
Tahun 2021 tentang PPNS
25%

- Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 11
Tahun 2014 tentnag HET Liquefied Petroleum Gas 3 kilogram di Provinsi Sulawesi
tengah
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JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2024
No. Nama Perda/Perkada Nomor Keterangan

1 |Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
g T EERaRS 2 Tahun 2021 Pasal 64 (1) sanksi pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 50.000.000)
Perat

2 Sk fasiah Tentang Lot Gars 3 Tahun 2021 Pasal 34 (memuat sanksi administrasi)
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

3 |Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan 9 Tahun 2021 Pasal 9f (sanksi Administratif dan denda administratif paling bayak 2.500.000)

Daerah
4 [Peraturan daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8 dan Pasal 10 (sanksi Administratfi dan peringatan tertulis, penghentian kegiatan,
18 Tahun 2021 penghentian sementara pelayanan umum, pencabutan izin, pembatalan izin
pembongkartan bangunan, dan pemulihan fungsi ruang)

P > : . 2
- Peraturan daerah tentang Pengelolaan Hutan Pada asal larangan yaitu pasal 3 setiap c:»rang dilarang; a. mengerjakan dan atau menggunakan
8 Tahun 2019 menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
6 ([Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 2 Tahun 2018 Pasal 42, 57, 58 sanksi administratif,

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

7 | Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi
dan Kerbau Betina Produktif

g [Peraturan Daeran tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 3 Tahun 2018 Pasal 53 memuat sanksi pidana dan denda
Retribusi jasa Usaha

9 |Peraturan daerah tentang Pengelolaan

2 Tahun 2017 Pasal 28 larangan mengeluarka ternak sapi dan kerbau betina produktif

2 Tahu 1 Pasal 7. ksi adminstratif
Pertambangan Mineral dan Batu Bara Alunzeds & 2 sarlksiadminstoatt
10 |Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 9 Tahun 2017 Pasal 34 sanksi administratif
Umum
11 |Peraturan Daerah tentang Renacna Zonasi Wilayah
pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi 10 Tahun 2017 Pasal 100 samksi administratif
Tengah Tahun 2017-2037
12 |Peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang milik 1 Tahun 2016 Pasal 21 sarksl administratif
Daerah
2 zz;ag::ran dagrait tefitang Pargsloldaigaumh Aliran 2 Tahun 2016 Pasal 36, 38 sanksi pidana dan denda
14|Peraturan daerah tentang Perubahan atas peraturan
Daerah nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi jas 9 Tahun 2016 Pasal 15 sanksi administrasi berupa bubga utang dan tau denda
Usaha
15|Peraturan daerah tentang Sistim Pengawasan Pangan 4 Tahun 2015 Pasal 32, 33 sanksi Pidana
Terpadu
tentang P
16|Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan 2 Tahun 2015 Pasal B8 sunkel pidaia dan denda
Raua Sulawesi tengah
17 Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan 1 Tahun 2015 Pazal 82, saskef ridan dan denda
Pertanian Berkelanjutan
A Peraturan daerah tentang Pengelolaan danau 4 Tahun 2015 Pasal 25, 27b, sanksi administratif
44 Perstiirin Da'erah Tentang Pesclolanifasn 5 Tahun 2014 Pasal 23, 24, 25, 26 sanksi adminstratif
lingkungan Hidup
20 ‘P\?raturan Daeran tentang Pengelolaan sumber Daya 15 Tahun 2014 Passl B1 sanksi pidana
r
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
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JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2024
No. Nama Perda/Perkada Nomor Jenis Penegakan Perda Keterangan

1 |Peraturan Daerah tentang P hehatohisdahild Dokumen Rincian
ketenteraman, ketertiban Umum dan 18 Tahun 2021 elzzliawasan a;asd e}l;a ;’n seReap Penegakan perda
Perlindungan Masyarakat pelgksanaan Perda/Pergu terlampir

9 |Peraturan Gubernur sulawesi tentang
tentang peraturan pelaksanaan Perda L
Nomor 18 tahun 2021 tentang 36 tahun 2023 Sosialisasi Eoku.men ?n;nan :
ketenteraman, ketertiban umum dan SEajatan terlampie
Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

3 |Peraturan Gubernur tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 11 Tf’hm.‘ 2_014 tentang Harga D Par ey Patroli/ Pengawasan atas kepatuhan Dokumen Rincian
Eceran Tertinggi Liquefied Petrolelllm terhadap pelaksanaan Perda/Pergub Kegaiatan Terlampir
Gas Tabung 3 Kilogram di Provinsi
Sulawesi Tengah

4
Peraturan Gubernur tentang Peraturan Koordinasi, Diklat, dan Workshop Dokumen Rincian
Deac Retis pmani s el a8 Tikgn 4023 Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS |Kegiatan Terlampir
2021 tentang PPNS ne gan Rap &t P

5 v
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan o Dokumen Rincian

1 F 2016

Whrhes mililc davrah ahun Pengamanan Aset/Barang milik Daerah Kepinlian Terampir
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